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BUPATI SUMENEP 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP•.· 
_.:.·.· .. i­

NOMOR 2 TAHUN 2017 
:;',: ); 

TENTANG 
. !.:. 

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF :( 
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT i'DA.ERAH? 

Menimbang 

Mengingat 

KABUPATEN SUMENEP , ':: :,,;;.,' :;-

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 1 
I I ' ' 

ii ,, 

BUPATI SUMENEP, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan · Pasa.1 ' 28 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentahg 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan ·Anggpta 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu: meµibentu'k 
Peraturan Daerah ten tang Hak Keuangan' dali 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwi=tkilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang IDasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomo·r 17 Tahun 2003 tehtan:g 
Keuangaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); · 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 200~ tenta:ng 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawah 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan, 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4400); : 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201,1 te,ntang 
Pemben tukan Peraturan Perundang-u'ndangan, 
(Lembaran Negara Republik Indonesia_ Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik: 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang. 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan. 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indopesia · 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan, Lernbara~, 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679.); '1';1

, ,,) 



Menetapkan : 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun '<2©Q&: 
tentang Pengelolaan Keuangan Daenih (Le:inpc;!-t:~i;l• 
Negara Republik Indonesia Tahun 20Q~ Nprrfo~; 1:14:qr 
Tambahan Lembaran Negara RepuIHi.k:,:1:ntl~h~~ia 
Nomor 4578); '.itHi ht, ~j});\1t::!\::;1,:: 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 ,·:wan:dHri:2017 

'l'· '·: ··: ,; :> ·':• :· ·: :": 
tentang Hak Keuangan dan Administ'~)1;tff)•~jrn,p}p.~n 
dan Anggota Dewan Perwakilan R~kyciti1 J~c1.ecrah 
(Lembaran Negara Republik IndonesiaJttaµµn: 2qtl'7 
Nomor 106); 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Ta.huh; 2017 
ten tang Pembinaan dan Penga~aJan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 1 • •• , • 

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2()1\3.· tentan~ 
Jaminan Kesehatan ((Lembaran Negara. ~epubJik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebag~irnatija;t~la;h, 
diubah beberapa kali terakhir derrgfi:?i tP~nlitura~ 
Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentai;ig,'P~ruba{iap 
Kedua atas Peraturan Presiden Nom:br ,i 1'2 :TahJ.!n 

J .- ·_.;,, ,·:· ,, ! ·: .... 

2013 ten tang Jaminan Kesehatan (Ler,fp~l!~lJ:;JN\:~gata 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomot; 4~ti'. ;; · · ;: 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor. +/~ ta01u}1, 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan/ Ke.~angi11: 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa ki:l:J\i; 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam· Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor , ;1,3 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 310); . .. ' 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Norrtor 80 Ta~µn 
2015 tentang Pembentukan Produk Huku:tri paera]j, 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahqp :_:2ot$: 
Nomor 2036); . , ,· 

1 

.•i: . , ·. ,,}! 
Peraturan Menteri Dalam Negeri No11JO'f;: ,~2l Tctfrqg 
2017 ten tang Pengelompokan _ 1 ,K¢11;1arnpilaµ 
Keuangan Daerah serta Pelak~'an~?,h i' \ dcj.µ 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Ope:("asitlri.al. . . 

i ,, ' ••• ' 

Dengan Persetujuan Bersama .. ·.. · .. ,:, ·. 'i 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB_U~~;l'E~ 
SUMENEP . 

dan 
BUPATI SUMENEP fl r 

',( i;: 

MEMUTUSKAN: :i: ,:(!(;1rf:i
1i!t :}, 

PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KElf(\~~~~lli:'.J;>A:N 
ADMINISTRA TIF PIMPINAN DAN ANG~Q,~~j!\:)~t!4,~ 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH :'!/i~~P,:f.>,A,?,i~~: 

sUMENEP. .1,;l)/i/i'i{i::"l!iri: 

I il 

' ' 



BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud{:len~a.n/, · '/} 
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah' Dae:r'ah 

2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Kabupaten Sumenep; 
Bupati adalah Bupati Sumenep; . . 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selarijutnya 
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilanl '. raeyat 

i' . .;! ,,,,:, '•1: ',: 

daerah yang berkedudukan sebagai ;yi,:urtsub 
penyelenggara pemerintahan daerah; · ,,.': ": \: /:: )··, '; • ·.'.i 1 

Pimpinan DPRD adalah pejabat da'.e',fcjl~::;: ''iya~'!s 
memegang jabatan Ketua dan Wakil'JKeJ:U.8: '.PP~i!}, 
sesuai dengan ketentuan peraturari 1

, pe4\;tn¢~qg-: 
undangan ·, Ii · • · ; . : 

, , i ;1, I! .. ·:: I;:· 
Anggota DPRD adalah pejabat daerar,i. >yang 
memegang jabatan Anggota DPRD sesuai

1 
del'.lgan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; . : · ,,· 
Peraturan Bupati, yang selanjutnya d,isebut Perbup 
adalah Peraturan Bupati Sumenep; . .·• .• 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah1 yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana 
keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan 
Perda; : · 
Dang representasi adalah uang yang diberil,{an set1ap 
bulan kepada Pimpinan dan Anggota " DPRD 
sehubungan dengan kedudukannya : , sepcigai 
Pimpinan dan Anggota DPRD; 
Uang paket adalah uang yang diberikan setiE:1-A ou1an 
kepada Pimpinan dan Anggota DPBD dal'am 
menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas; .. . 
Tunjangan jabatan adalah uang yang dipedl<an se~ii:tp 
bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karen.a 
kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, d?;h 
Anggota D PRD; . 
Tunjangan alat kelengkapan adalah tunjangah yang 
diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota 
DPRD sehubungan dengan kedudukanny'a seba,gai 
Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota: Badan 
Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, $1;1.dp;h 
Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Pemq,erituk~r,J. 
Peraturan Daerah, dan alat kelengkapan lain. yang 
diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurn1:'l; . . . , , 
Tunjangan alat kelengkapan lain adalah t\h.;ij:ilf).g~9 
yang diberikan kepada Pimpinan dan Ar;iggati iPf>$p .. 
sehubungan dengan kedudukannya sebagc;lf:}f~tua, 
Wakil Ketua, Sekertaris, Anggota da,lam. R~'hiti~ 
khusus yang tidak bersifat tetap yang diperluka.h dan 
dibentuk oleh rapat paripurna untuk tnembaha.s hqtl 
bersifat tertentu dan khusus; 

I I 

Ii 
11: 
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13. Tunjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disdo.iit 
TKI adalah uang yang diberikan kep~da 'Pirhpi':niip: 
dan Anggota DPRD setiap bulan dalam., ra11.gk~ 
mendorong peningkatan kinerja Pirripinan Y '.d~P; 

" : '·;: Anggota D PRD; · · · ·· · 
14. Tunjangan reses adalah tunjangan yang bedk1;1.rt 

kepada Pimpinan DPRD dan Anggota ;'bPRD, setiap 
melakukan reses; : 

1 

: :: 

1 
1: 

1 ) I I 

15. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjar:igan .·Y'.apig 
diberikan kepada Pimpinan dan Ang&,g#~! ,tr>'m~l:? 
berupa jaminan kesehatan, jemini,,p:;i l:',iik;~¢ela~t~~ · 
kerja, jaminan kematian, pakaian din~.''·,s;, 1'~~.:.·.·.::a.:td:kii;t.;~ 

' t' '•. I, I '. '°:'il1·1\ I 

rumah negara dan perlengkapannya, 'ker;r.q~rac,tn:''.! :iF 
dinas jabatan bagi pimpinan DPRD; ·belabja 
rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, ·dan t:urij9-rigan 
transportasi bagi Anggota DPRD; · • · .. ,·.·, · ····• 

16. Uang jasa pengabdian adalah uang yang dib~rikah,: 
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang rrieninggal 
dunia atau mengakahiri masa tugasnya setdap. yang 
bersangkutan diberhentikan dengan hormat; ' 

17. Dana Operasional Pimpinan DPRD, selinjutnya 
disebut Dana Operasional adalah dana, ya,..n.g 
disediakan Pimpinan DPRD setiap bulanJ, uhtuk 
menunjang kegiatan operasional yaqg, berk~ilii 
dengan dengan representasi, pelaya:na.n,, : , ,tta,~ 
kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaari tugas 
Pimpinan DPRD sehari-hari; . , ' 1

·::) 

18. Anggaraan Pendapatan dan Bela,nja •'., Da:e,rah) 
selanjutnya disebut APBD adalah Anggd:r;~ll­
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupate~ Sumenep. 

BAB II 
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 

Pasal 2 
i 
I 

(1) Kemampuan keuangan daerah selanjutnya ditentukan:. 
berdasarkan hasil perhitungan atas, 1 

• besaran 
pendapatan umum daerah dikurangi dengan: belar1j~ 
aparatur sipil negara. 1, . , ,:

1

• , ; , : :[ 

(2) Pendapatan umum daerah sebagaim{3.na djIT1a~~¥¢ 
pada ayat ( 1) terdiri atas pendapatqn, ash da¢tali · 
di tarn bah dana bagi hasil dan dana alokasi Uffi-\1.'.m,:i' \. ) 1 

(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud.,pad;:t' ayat 
1

t~:1 
terdiri atas belanja gaji dan tunjangan :s¢rtim1mb,apja!l' 
penghasilan pegawai aparatur sipil negara. ·' : :, Ii,',::: 

( 1) 

Pasal 3 
• ! i '1! ,·•.· 

' ! i. ,·· 

'. j( l:~ 
Kemampuan keuangan daerah sebagai11;1ana dimak~u4:· 
dalam Pasal 2 ayat ( 1) terdiri atas tiga kelomp0kj 

. . , I ,' 
, • ' ,. ti: 0

1 '. ~ 
:!::; .. ~ 

yaitu: 
a. tinggi 
b. sedang 
c. rendah 

. i: 
I' 

. ' . i 



(2) Penghitungan kelompok keuangan daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan 
kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (1) adalah data realisasi APBD 2 
(dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun 
anggaran yang direncanakan. 

(4) Perhitungan kemampuan keuangan daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
Tim Anggaran Pemerintah Daerah. 

BAB III 
PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 

Bagian Kesatu 
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD 

Pasal 4 

Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh 
penghasilan yang terdiri atas : 
a. Uang representasi; 
b. Tunjangan keluarga; 
c. Tunjangan beras; 
d. Uang paket; 
e. Tunjangan jabatan; 
f. Tunjangan alat kelengkapan;dan 
g. Tunjangan alat kelengkapan lain; 
h. Tunjangan komunikasi intensif; 
1. Tunjangan reses. 

Pasal 5 

( 1) Pajak penghasilan atas penghasilan Pimpinan dan 
Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f 
dan huruf g dibebankan kepada APBD. 

(2) Pajak penghasilan atas penghasilan Pimpinan dan 
Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
huruf h dan huruf i dibebankan kepada Pimpinan dan 
Anggota DPRD yang bersangkutan. 

(3) Pembebanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan dibidang pajak penghasilan. 

Bagian Kedua 
Uang Representasi 

Pasal 6 

( 1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 huruf a diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan 
Anggota DPRD. 

(2) Uang representasi ketua DPRD setara dengan gaji 
pokok Bupati. 



i .I 

(3) Uang representasi wakil ketua DPRD · sebisar sod/4 
(delapan puluh persen) dari uang representasi ketua 
DPRD. ; ;,: 

(4) Uang representasi Anggota DPRD sebesar; 75% (tujttli 
puluh lima persen) dari uang representasi ketu'21-
DPRD. 

Bagian Ketiga 
Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras , 

Pasal 7 

(1) Tunjangan keluarga dan tunjangan · i' bdra~ 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruLb <;!,a.ii 
huruf c diberikan setiap bulan kepada Pimpirian Giah 

: '! I:.: 

Anggota D PRD. . . , 
1 

• , . ·: ! 1 
'

1 
• 

(2) Tunjangan keluarga dan tunjangan: l;l~:r~~ ,hagj 
Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sahia dengari 
tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi:pegawai 
aparatur sipil negara sesuai dengan · ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Bagian Keempat 
Uang Paket 

Pasal 8 

Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal.4 huruf tj. 
diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggoti:t 
DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari u~ng 
representasi yang bersangkutan. 

Bagian Kelima 
Tunjangan Jabatan 

Pasal 9 

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
huruf e diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dar{ 
Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh limq. 
persen) dari uang representasi yang bersangkutan. 

Bagian Keenam 
Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tun:jangan 

Alat Kelengkapan Lain · 

Pasal 10 l; 
lj: t 

1 i ! 
(1) Tunjangan c1lat kelengkapan dan tunjangan a 1lat 

kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pa~al' 
4 huruf f dan huruf g diberikan setiap buH}n kepada 
Pimpinan dan Anggota DPRD yang· duduk dal~m 
badan musyawarah, komisi, badan anggara:q., badan. 
pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat 
kelengkapan lain. 



(2) Tunjangan alat kelengkapan dan tunja~gan 1Lat 
kelengkapan lain diberikan dengan ketentuai;i, ,unt-0:k 
jabatan: 
a. ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima perseri}; 
b. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);· 
c. sekretaris, sebesar 4% (empat persen);dan, 
d. anggota, sebesar 3% (tiga persen). i · 1 

· J ; 
dari tunjangan jabatan ketua DPRD. , ; ·' 

(3) Tunjangan alat kelengkapan lain :sebl3'.gaiman:i,i, 
dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) diberik~1p) selc1-111Gi 
alat kelengkapan lain terbentuk dan rriel~klsanakati 
tugas. ': h ! 

Bagian Ketujuh 
Tunjangan Komunikasi Intensif; 

Pasal 11 

! ; i, ,! ' 
(1) TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, huru,f h 

diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja 
kepada Pimpinan dan Anggota. • 

1 

: 

(2) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dafam Pisal 
4 huruf i diberikan setiap melaksanakan reses kepada 
Pimpinan dan Anggota DPRD. · 

(3) TKI dan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai derigan 
kemampuan keuangan daerah. , .•: ,, ' 

(4) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana,~imak~U:d 
pada ayat (3) ditentukan berdasarkaq: · h4:lsil 
perhitungan atas besaran pendapatan ',.urnurn daefah 
dikurangi dengan belanja pegawai aparatuf sipil 
negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga)' kelomp6k 
yaitu, tinggi, sedang dan rendah. · · .. 

(5) Pemberian TKI dan Tunjangan Reses sebagaiman~ 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengflµ 
ketentuan, untuk kelompok kemampU:an keuangl:i.n 
daerah: ! 

a. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali; 
b. sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan 
c. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali. 
dari uang representasi ketua DPRD. . , . ·: 1 ,:, 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pehgelo,mpoklin. 
··1.: ',. . ·J, I 

kemampuan keuangan daerah sebagai~ana,'~imaksuq 
pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bu.Ji>a:ti'.'; ''i 

Bagian Kedelapan 
Tunjangan Reses 

Pasal 12 

f .' 

(1) Setiap kali melakukan reses, Pimpinan dan Anggdta 
DPRD diberikan tunjangan reses sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 huruf i dengkn 

: : '11 '1 

mempertimbangkan kemampuan keuall!gan daerah'. 11
, : 

'I 

,. I 

i 



(2) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (;1) 
diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD set~ap 
melaksanakan reses. , · •··. •.• .• · 

(3) Pemberian Tunjangan reses sebagaima:na dinii3.k~tid · 
pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku mutatis !rµutariclis 
dengan pemberian TKI. ' 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai TtihJ~rig~ri}:'r~s~s 
sebagaimana dimaksud pada ayat (lt diati:it.(da:fattn 
Peraturan Bupati. 

BAB IV , . , '";: 
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN< 

1 '/1 ! ,· 
DAN ANGGOTA DPRD 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 13 

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh 
Tunjangan kesejahteraan yang terdiri atas :. · 
a. jaminan kesehatan; 'I 

b. jaminan kecelakaan kerja; I ', I 
.1.1.: 

c. jaminan kematian; dan '! :1 

d. pakaian dinas dan atribut. 
(2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaiplalrl~ 

dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD dised~akan 
tunjangan kesejahteraan berupa : 
a. rumah negara dan perlengkapannya; i I 

b. kendaraan dinas jabatan; dan 
c. belanja rumah tangga. 

(3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Anggota PPRD da;pat 
disediakan tunjangan kesejahteraan ber:upa: 
a. rumah negara dan perlengkapannya; dan 
b. tunjangan transportasi. 

Bagian Kedua 
Jaminan Kesehatan 

Pasal 14 

! I 

i 

(1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam' 
Pasal 13 ayat (1) huruf a diberikan dalam pentuk 
iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan· So;sial 
Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. , 

(2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) juga termasuk istri dan anak sesuai dengan 
keten tuan peraturan perundang-undangaµ. · 

11, 



(3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud: 
pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakarj.

1 

pemeriksaan kcschatan yang bertuju.ari untql}_ 
mengetahui status kesehatan di i ~uar ;ifcakupa,~. 
pelayanan kesehatan yang diberikar;;1;. ol~l;i' Badal} 
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. .. .. . . ii 

(4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimEt:ksud • pad.1 
ayat (4) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 fsatu~ 
tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidal{: 
termasuk istri dan anak. . . ! 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriks~a~ 
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatu;t 
dalam Peraturan Bupati. . f 

Bagian Ketiga 
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kemat~an ,

1 
;,:,!. 
l .f · 

Pasal 15 I '.\1 

., !i' ·. ,-t· 
Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan ,kerr:iati?-~J 

, . , ., I 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf :lj> 
dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminaµ kecelakaal} 
kerja dan jaminan kematian sesuai deng~n ketentµan 
peraturan perundang-undangan. 

Bagian Keempat 
Pakaian Dinas dan Atribut 

Pasal 16 . j, 

i 1 
I j,. 

(1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggo.ta: 
DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), 
huruf d, terdiri atas: 
a. pakaian sipil harian disediakan 2 ·(dua) pa~c;1.rilg 

dalam 1 (satu) tahun; ', ':; · · ·. ' · ' ·
1 

1 

b. pakaian sipil resmi disediakan 1' (satu) pasan:g 
dalam 1 (satu) tahun; I 

c. pakaian sipil lengkap disediakan 2. (dust) pas~n;g 
dalam 5 (lima) tahun; · .· · : 

d. pakaian dinas harian lengan panjarig disediakan '.f 
(satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; ,dan .:'/, 

e. pakaian yang bercirikan khas daerah ,disediakan Ir 
(satu) pasang dalam 1 (satu) tahun. 

(2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dima'.ksud 
pada ayat(l) disediakan dengan mempertiinbangkan' 
prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan:., i 

(3) Ketentuan mengenai standar satuan 11.arga pa~aian 
dinas dan atribut sebagaimana dimal<sud ,pada c;1.y~t 
(1) diatur dalam Peraturan Bupati. , '/,, · ,i ,, "•i• . · ii; 

;-r 
!1•1 'I 

I I 
'Ii 

'I 



Bagian Kelima · ·i • 

Tunjangan Rumah Negara dan Perlengka'.pahnya', • : · 
serta Tunjangan Kendaraan Dinas ~abatan · 

'J f. 

Pasal 17 

( 1) Rumah negara dan perlengkapannya ~erta kendaraa:q 
dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasa~ ;13 
ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpih~ri 
DPRD sesuai standar berdasarkari ketentbiin 

• , i I'' 1 

peraturan perundang-undangan. . .. ,· , . . .. . • · 
, ' ., •·:· • '.. I 

(2) Rumah negara dan perlengkapannya,. • s:~h.$.gai:rp.ania 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) ·hnruf ::~ ·:dap~t 
disediakan bagi Anggota DPRD ~·e~uai,., :;,ta~cil~r 
berdasarkan ketentuan peraturaq ·: .:•µ_eru~ctaihlg~ 
undangan. . .. · .. . 

(3) Pemakaian rumah negara dan perlengk~:Pa.riny~;se~ta 
kendaraan dinas jabatan sebagaimana dirn,aksudlpada 
ayat (1) dan pemakaian rumah negara · dan 
perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan sesuai dengan ketentuan . peraturah 
perundang-undangan. 

(4) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkfl,pq.nhya 
serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimc;tk~ud• 
pada ayat ( 1) dan pemeliharaan rumal1 negara µ:an 
perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat .(2~ 
dibebankan pada APBD. . .. . : .. ,. 

(5) Dalam ha! Pimpinan DPRD berhenti atau berakhi:r 
masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya ser,t~ 
kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan.: qalant 
keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling 
lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal b'erhenti at1µ.4 
berakhirnya masa bakti. .. ·• 

(6) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumaq 
negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhi~ 
masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya waji'q, 
dikembalik8:n dalam keadaan baik kepada _Pem~rintf1-q 
Daerah palmg lambat 1 (satu) bulan $eJak. tangg~l 
berhenti atau berakhirnya masa bakti. { 

'! : 

Pasal 18 
: I i } 

• •, 1 !; iii 

(1) Rumah negara dan perlengkapannya Strta k;end~r.i~~ 
dinas jabatan yang disediakan sebagaimaha•d\m#i}rn&q 
d~lam Pasal 13 . ti_dak dapat -:q.isef<jlb~Fka;~~ 
d1gunausahakan, d1pmdahtangankan,' . ;cia'pfa.ta,Yr 
diubah status hukumnya. I · ' · ·· 

(2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara,; yahg 
disediakan se bagaimana dimaksud pad~ ,ayi( (1{ t~d~:k 
dapat diubah. · · · , . 

Ii 1 i: 
·! 

' ':] 



Pasal 19 
:,j:i,·.:i 

(1) Dalam hal Pemerintah Kabupaten belum. dd~at 
menyediakan rumah negara dan kendaraan ditj.~s 
jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dirnakg,)Gd 
dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan huruf b, kep]~da 
yang bersangku tan di berikan tunj angan perurnalta,ri 
dan tunja:pgan transportasi. · ' . , , ·Hl: 

(2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten :,: qeh.~hi , dapat 
menyediakan rumah negara bagi A.ilggota . DPRD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 aya( (0) :h,\:1rµf 
a, kepada yang bersangkutan dapat'. . d:ibetika;n. 
tunjangan perumahan. · ,. 1 

,: ! ' ; 

(3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transpo:rtta:$i 
bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan 
setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan 
sumpah/janji. · . 

(4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pad.a 
ayat (2) dan tunjangan transportasi · bagi Anggom 
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (.lJ difuerikqq 
dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan. 
terhitung mulai tanggal pengucapa!h 
sumpah/janji. · <i ,, 

(5) Bagi suami dan/ a tau istri yang menduduki jab?-tatj 
sebagai Pim pi nan dan/ atau Anggota DPRD . pami 
DPRD yang sama hanya diberikan salah s,atu 
tunj angan perumahan. 

(6) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami ataU: 
istrinya menjabat sebagai kepala daerah/wakil ·kep~l~ 
daerah pada daerah yang sama tidak cl,iberi¼::ah 
tunjangan perumahan. \i .· 

(7) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD :Yang 
diberhentikan sementara tidak diberikan tunjan$?-rt 
perumahan dan tunjangan transportasi. . i 

Pasal 20 • I 
• I I 

I•· 
Rumah negara dan perlengkapannya serta kend~I<a~n 
dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam · 'Pa'.sc\i( 1. i~ 
serta tunjangan perumahan dan tunjangf,l_n transpor~asi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak •· <la.pat 
diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DP'RD, seci=i.ra 
bersamaan. · · · · · 

Pasal 21 

(1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19 harus memperhatikan asa~ 
kepatutan, kewajaran, rasionalitas, ~tandar harg~ 
setempat yang berlaku, dan standar luas 'bangun~ri 
dan lahan rumah negara sesuai dengan ·kete~tuciq 
peraturan perundang- undangan. · · ' 



(2) Besaran tunjangan transportasi sebagairri,ku:r~ 
dimaksud dalam Pasal 19 harus mempe:rhatiJtah ~scis 
kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standa.r , :fu,arga. 
setempat yang berlaku sesuai dengail ketJ'ijtqarl 
peraturan perundang-undangan. 1\: !\ /t I 1:,,;:\:1(.; ,!!;;

1 

(3) Be saran tunjangan perumahan yang dioc:ty/3-~~arf !fi?tri.{s 
sesuai dengan Slandar satuan harga se.~a j::.tlmah,'yaµg 
berlaku untuk standar rumah negara ba:gi Pimpin?-ri 

. ·1 .. , :;: ' 

dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel;, :,bel.=uijcj. 
listrik, air, gas, dan telepon. . , , . ·, : ' •• ·· • · 

(4) Besaran tunjangan transportasi yang·• dibayarkan 
harus sesuai dengan standar satuan harga: I sewa: 
kendaraan yang berlaku untuk standar kend9-raan 
dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DP~D, ,tidak 
termasuk biaya perawatan dan biaya · ope:rasion~l 
kendaraan dinas jabatan. · · · 

(5) Besaran tunjangan perumahan dan , tunjangan 
transportasi Pimpinan dan Anggota DPRO: tidak: :bolech 
melebihi besaran tunjangan perµrhaha:q i i, clarf 
tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota ,:pp'R_p' 
Provinsi. : .·. 'i' ••' .' i 

(6) Ketentuan lebih lanj ul mengenai besaran, t~nj~rigar1, 
perumahan dan tunjangan transportasi diatur' µala;rn 
Peraturan Bupati. : · . •· · ·· !1 

Bagian Keenam 
Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD 

Pasal 22 

(1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dqlam 
Pasal 13 ayat (2) huruf c disediakan dalam ,r?,ngkla 
menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan we~enaqg 
Pimpinan DPRD. , , ·••· . !: 

1 
(2) Belanja rumah Langga sebagaimana dim?,kst1d' pa9:q. 

ayat (1) digunakan untuk memen1.1ihi 'ketmtuhaq 
minimal rumah tangga dengan memp~rtii;ribaµgk~h 
kemampuan keuangan daerah. · · · · · 1

; · ; j 

(3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpirian :r:ff~RO 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan 
dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRQ. ' · .. 

(4) Ketentuan mengenai standar kebutuhan · mini;rµaI 
rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat: :(3) 
diatur dalam Peraturan Bupati. · . , , ·• ; . ·: 

1 

(5) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak men,ggunakah 
fasilitas rumah negara dan perlengkapan:qya, 'tiµi¾: 
diberikan belanja rumah tangga ,seb$,gaimi3.qct 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) hurufc. · , !;) 

.-;ii,! 1' 11:1 

:,'.\i:'.\ 

'I': 
''· 1· ,;; . 

,1 1
• I 

' I• 

1: 

, .1 

. I 

1 t 1:; 



BAB V i. , ,, , ! 

UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN· 
DAN ANGGOTA DPRD 

Pasal 23 

< :, : , , .:i r: :, .·:_\) '. 

(1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggaL dur}icj. 

(2) 

atau mengakhiri masa baktinya diberikan .uang jalscl 
pengabdian. · •· , ' ·• i 
Besaran uang jasa 1:engab_dian sebagaimana dimaksitJf} 
pada ayat ( 1) d1sesuaikan dengan masa ba:l;<:,t:1. 
Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketent~an: : t: j 
a. masa bakti kurang dari a tau sampat :clehgan 11 it 

(satu) tahun, diberikan uang ja•sa. J>etj.gabdiftp 
sebesar 1 (satu) bulan uang repre,se:nt~si n;r~s'c\: 
bakti . sampai den?an 2 (dua) taihµI?,, ?i'be:ri~a'.f1! 
uang Jasa pengabdian sebesar 2 (dµa) buI.f1n W'fP,g 
represcntasi; ' ' ' ; 1::· 

b. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) · 1 tahuh; 
diberikan uang jasa pengabdian sebesar' 3 (ti$i:l.} 
bulan uang representasi; 1 

' 

c. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tc/-hjUil; 
diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4. (einpa'.t) 
bulan uang representasi; dan 

d. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahuni 
diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lim?-) 
bulan atau paling banyak 6 (enam) ,bu.Ian :uang 
representasi. · :··: i 

(3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPR.D meninggp.l 
dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.· . .i .. :. : 

(4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakuka.n: setelatj 
yang bcrsangkulan diberhenlikan dengan hdrp9-t 
sesuai dengan ketentuan peraturan perun!=lalng"" 
undangan. ., · • J · ] 

(5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberheritikan 
dengan tidak hormat, tidak diberikan uar;ig · jas'$. 
pengabdian. 

BAB VI 
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD 

Pasal 24 1, 

\ : . , : : .. 1.<.'.!"~ l 
(1) Belanja penunjang kegiatan DPRD dis'ediak:~n: untp¼: 

mendukung kelancaran fungsi, tugas,, dan · wewen~n:& 
DPRD berupa : ,

1
. :1 

a. program, yang terdiri atas: 
1. penyelenggaraan rapat; 
2. kunjungan kerja; . · , , ., ·• , ,: 
3. pengkajian, penelaahan, dan petiyiap~h :Perq.a\ 
4. peningkatan kapasitas dan profesionalispi~ 

sumber daya manusia di lingkurigan DPRID;' \; 
5. koordinasi dan konsultasi • kegiatatj 

pemerintahan dan kemasyarakatan; dan · ,, 

'I 



6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, 
dan wewenang D PRO. 

b. dana operasional Pimpinan DPRD; 
c. pembentukan kelompok pakaratau tim ahli; 
d. alat kelengkapan DPRD; 
e. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan 
f. belanja sekretariat fraksi. 

(2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud · 
pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang 
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 25 

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) 
huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 26 

(1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b diberikan 
setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua 
DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang 
berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan 
kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas 
Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari. 

(2) Dana operasional sebagaimana pada ayat (1) diberikan 
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 

(3) Penganggaran dana operasional sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) disusun secara 
kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
a. Ketua OPRD dengan kelompok kemampuan 

keuangan daerah : 
1. tinggi, paling banyak 6 (enam) kali; 
2. sedang, paling banyak 4 (empat) kali; 
3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali. 

b. Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok 
kemam puan keuangan daerah : 
1. tinggi, paling banyak 4 (empat) kali; 
2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) 

kali; 
3. rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) 

kali. 
(4) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan 
ketentuan: 
a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara 

sekaligus untuk semua biaya atau disebut 
lumpsum; dan 

b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk 
dukungan dana operasional. 



(5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah 
pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) tidak digunakan sampai 
dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud 
harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling 
lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran 
berkenaan. 

(6) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan 
untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/ a tau 
golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan 
asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas. 

BAB VII 
KELOMPOK PAKAR DAN TIM AHLI ALAT 

KELENGKAPAN DPRD 

Pasal 27 

(1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf 
c merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang 
mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang 
sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, 
dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat 
kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD 
atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat 
kelengkapan DPRD. 

(2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling banyak 3 
(tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD. 

(3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD 
diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan 
Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan sesuai 
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2). 

(4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau 
tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada 
kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau 
kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan 
harga satuan orang hari atau orang bulan. 

(5) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok 
pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diatur 
dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan 
standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(6) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat 
kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 



Pasal 28 

(1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
24 ayat (1) huruf e merupakan tenaga ahli yang 
disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan 
mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu 
yang mendukung tugas fraksi serta diberikan 
kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, 
prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan 
keuangan daerah. 

(2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD. 

(3) Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli 
fraksi diatur dalam Perkada dengan memperhatikan 
standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(4) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 29 

(1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24 ayat ( 1) huruf f dibiayai dari 
anggaran sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan 
DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan 
daerah. 

(2) Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan 
saran a dan anggaran. 

(3) Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada 
sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
dan tidak termasuk sarana mobilitas. 

(4) Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan 
belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat 
fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor 
sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip 
efisiensi, efektifitas, dan kepatutan. 

BAB VIII 
PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF 

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 

Pasal 30 

(1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang Jasa 
pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta 
belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan 
anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam 
rencana kerja dan anggaran organisasi perangkat 
daerah sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam 
jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 



(2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
APBD. 

BAB IX 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 31 

(1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan 
sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan tetap 
diberikan hak keuangan dan administratif berupa 
uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, 
tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan 
kematian sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara 
lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana 
tugas Pimpinan DPRD oleh pejabat yang berwenang 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan, pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut 
diberikan hak keuangan dan administratif yang 
dipersamakan dengan Pimpinan OPRD definitif yang 
digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan 
berikutnya. 

BABX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 32 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan 
Daerah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2004 
Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Oaerah Nomor 3 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Sumenep Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2007 Nomor 3) 
sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan 
administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 33 

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah 
ini harus ditetapkan paling lama 4 (empat) bulan sejak 
Peraturan Daerah ini diundangkan. 



Pasal 34 

Peraturan Daerah ini rnulai berlaku 
diunclangkan. 

sejak tanggal 

Agar setiap 
pengundangan 
penempatannya 
Sumenep. 

orang mengetahuinya, memerintahkan 
Peraturan Daerah 1111 dengan 

dalam Lernbaran Daerah Kabupaten 

Ditetapkan di : Surnenep 
pada tanggal : 24 Agustus 2017 

Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si 

D1undangkan di : Sumenep 
pada tanggal : 24 Agustus 2017 
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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP 
NOMOR 2 TAHUN 2017 

TENTANG 
BAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF 

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAil 
KABUPATEN SUMENEP 

I. UMUM 
Dalam kerangka pelaksanaan setiap urusan penyelenggaraari. 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, DPRD merupal;tan. 
lembaga strategis yang memegang peranan sangat vital dan kru~ial. 
Peran strategis tersebut dapat dilihat dari tri fungsi yang dimiliki DPRD 
yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran dan furJigs'i 
pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan oleh setiap anggota DPRP' 
dalam kapasitasnya sebagaiwakil rakyat yang ada di daerah. · 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
telah menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah 
dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah yang berkedudukan sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberj mandat oleh 
rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan 
kepada daerah. Sebagai salah satu unsur penyelenggara perrierintahan 
daerah, DPRD diharapkan mampu membawa nilai-nilai demokratis dan. 
memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah. Tolak ukur keberhas~lary. 
DPRD menjalankan amanat rakyat, tidak terlepas dari sumber. day9-
manusia, integritas, dan kredibilitas Pimpinan dan Anggota DPRDi. 
Untuk menunjang hal tersebut, perlu dilakukan koordinasi antara DPRD 
dan Pemerintah Daerah agar terjalin hubungan yang baik, harn;whisi, 
serta tidak saling mendominasi satu sama lain. Peningkatan kerja; satp.~ 
secara kelembagaan dilaksanakan melalui keseimbangan a,ntclra 
mengelola dinamika politik disatu pihak dan tetap menjaga stabilitas 
pemerintahan daerah di pihak lain, sehingga pola keseimbangan 
pengelolaan pemerintahan daerah yang dilakukan dapat memberikp.Ijl 
manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan .. rakyat di 
daerah tersebut. Untuk dapat berjalannya pola kc!s~imb9-ngc1-Ijl 
pengelolaan pemerintahan daerah perlu ditunjang dengan kesejahteraan 
yang memadai. Pengaturan tentang hak keuangan da11 administr:atif 
Pimpinan dan Anggota DPRD, selain untuk meningkatkan peran <;lap 
tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah dalam rangk~ 
mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan raky~.t 
dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembag~, 
mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD datji 
Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerj~ 
DPRD, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Ma,tefi 
muatan Peraturan Pemerintah ini juga menata sekretariat fraksi mel~:)tl:i 
penyediaan sarana, anggaran, dan tenaga ahli fraksi oleh sekretabi:it 
DPRD. Begitu pula dalam hal meningkatkan kualitas kinerja :p.lci-t 
kelengkapan DPRD diatur pula mengenai pembentukan kelompok pak~f 
atau tim ahli alat kelengkapan DPRD. · , , : !1 
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II. PASAL DEMI PASAL 

Cukup jelas. 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 1 

Pasal2 

Ayat (3) , . • 
Yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah adafah pendapatq.r;i 
yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peratu~an. dae17$.l:µ. 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. · ! : :11iii 

. ; ' 'i.;: ' ! ,;::Ji 
Yang dimaksud dengan dana bagi hasil adalah dana yang ~ers1r-mit?~t 
dari anggaran pendapatan dan belanja negara yarig '9ialpJ~~ik~~ 
kepada daerah berdasarkan angka persentase un;tu.If, ;' m~nda:n~i 
kebutuhan daerah dalam rangk3. desentralisasi. ··•·. '.( :,: · , · 1: ;'; 

' ' ') 

:: ·, ,: '. ,'_ ( 

Yang dimaksud dengan Dana Alokasi Umum adalah: da:qa y'apjg 
bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pem.erat.k.a\n 

' , ! l .. , 

kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhah 
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

Pasal 3 
Cukup jelas. 

Cukup jelas. 
Pasal 4 

Pasal 5 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan pajak penghasilan adalati pajak atc;l~. 
penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa ·:atau,, ~egfatap 
dengan nama dan dalam bentuk apapun yang , q.iterima ataµ 
diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negen sesuai' denga~ 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. l 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 6 
Cukup jelas. 

Pasal 7 
Cukup jelas. 

Pasal 8 
Cukup jelas. 

Pasal 9 
Cukup jelas. 

Pasal 10 
Cukup jelas. 

Pasal 11 
Cukup jelas. 

Pasal 12 
Cukup jelas. 

Pasal 13 
Cukup jelas. 



Pasal 14 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) , 

Yang dimaksud dengan "pemeriksaan kesehatan yang bertuju$.r1 
untuk mengetahui status kesehatan adalah medical check up. · 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Pasal 15 

Pasal 16 

i 

I : 

I 

Yang dimaksud dengan "efisiensi" adalah pengadaan pakaian dipa,s 
dan atribut pimpinan dan anggota DPRD harus diusahakan dengaµ 
menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai 
kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan untuk mencapq;i 
hasil dan sasaran dengan kualitas maksimum. 

Yang dimaksud dengan "efektif' adalah pengadaan pakaian di,nas <)iJa!n 
atribut Pimpinan dan Anggota DPRD harus sesuai dengan kebutufran 
dan sasaran yang telah ditetapkc-m serw. memberikan · manfaat yang 
se besar-besarnya. 

Yang dimaksud dengan "kepatutan" adalah pengadaan pakaian dinas 
dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD harus memperhatikan 
kelayakan, kepantasan dan kesesuaian dengan kondisi masyarakat. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 17 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "rumah negara" adalah bangunan yan!g 
dimiliki pemerintah daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau 
hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang 
pelaksanaan tugas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Pasal 18 

Pasal 19 

,, 
:I 



Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Untuk tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD diberikan dengan 
keten tuan se bagai beriku t : · · · 
a. Pimpinan yang dilantik sebelum pengundangan Peraturan Daerah frii, 

maka dibayarkan tunjangan transpotasi terhitung 'stjqk 
pengundangan Peraturan Daerah ini; · 

b. Pimpinan yang dilantik setelah pengundangan Peraturan Daerah • ini, 
maka dibayarkan tunjangan transportasi terhitung sejak pengucapan 
sumpah/janji. · · 

Ayat (4) 
Untuk tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD diberikan dengan 
keten tuan se bagai beriku t : 
a. Anggota yang dilantik sebelum pengundangan Peraturan Daerah ini, 

maka dibayarkan tunjangan transpotasi terhitung sejak 
pengundangan Peraturan Daerah ini; · · 

b. Anggota yang dilantik setelah pengundangan Peraturan Daerah ini, 
maka dibayarkan tunjangan transportasi terhitung sejak pengucapan 
sumpah/ janji. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 1 

Cukup jelas. 
Ayat (7) 

Cukup jelas. 
Pasal 20 

Yang dimaksud dengan "tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan 
Anggota DPRD secara bersamaan" adalah bahwa jika telah disediakan dan 
telah ditempati, dihuni, atau dipakai rumah negara dan perlengkapannya 
serta kendaraan dinas jabatan maka tidak dapat diberikan tunjangan 
perumahan dan tunjangan transportasi, begitu juga sebaliknya". 

Pasal 21 
Cukup jelas. 

Pasal 22 
Cukup jelas. 

Pasal 23 
Cukup jelas. 

Pasal24 
Ayat (1) 

Belanja penunjang kegiatan DPRD bukan untuk 
pembayaran uang lelah/insentif/uang kehormatan/uang 
sejenisnya dalam mengikuti kegiatan-kegiatan DPRD. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Pasal 25 

Pasal26 

menda,nai 
saku' atau 

I' I 



Pasal27 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "sesuai dengan kebutuhan · DPRD" adal?-h 
pengadaan kelompok pakar atau tim ahli disesuaikan dengan 
keahlian atau kepakaran yang dibutuhkan oleh alat kelengkapan 
DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD, misalnya darani 
melakukan penyusunan dan pembahasan atas suatu rancangan. 
peraturan daerah dalam bidang perikanan, maka alat kelengkapatl 
DPRD dapat mengusulkan pengangkatan kelompok pakar atau tirii 
ahli yang keahlian atau kepakarannya dalam bidang perikanan daµ 
bidang ilmu perundang-undangan paling banyak 3 (tiga) orang. •. 1 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 

Pasal28 
Cukup jelas. 

Pasal 29 
Cukup jelas. 

Pasal 30 
Cukup jelas. 

Pasal 31 
Cukup jelas. 

Pasal 32 
Cukup jelas. 

Pasal33 
Cukup jelas. 

Pasal 34 
Cukup jelas. 


